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PROVINSI LAMPUNG

FERATURAN DAERAH KEABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR & TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib
mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBED disertai
penjelasan  dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada
DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan
peraturan pérundang-undangan untuk memperoleh persetujuan
bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah ([APBD) vang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang
dijabarkan ke dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati
bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal
5 Agustus 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;

Pasal 18 Awyat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan
Bangunan { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4301};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 110, Tambahan
Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemertintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomeor 11);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesig
Tahun 2018 Nomor 33);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repuhlik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tfentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan  Kemampuan  Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomotr 1213).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomaor 655);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tanun
2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011
Noemor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tanun
2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 3) sehagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Baral Nomor 5 Tahun 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tanun

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tanun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5};



46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun

2017 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah .....coooovn i iiiiiiiiiciiiiininiies o Rp 1.121.507.601.470,03
B Belario Daensh . . .. oviommmonmmsmmerssiems oo Rp 1.147 457.240.969,03
Surplus/ [Defisit) ...o.cooeniiiiieriiieninn e ee e e Rp (25.949.639.499,00)

¢. Pembiayaan Daerah;

1o POEBTIEEIL o covecrarenrmenensymossarsss vwiaives svasss — 26.949.639.499 .00
LI S T L e e O B e Ep 1.000.000.000,00
3. PEMBPIAVEAN NBO ..o i i comisas Rp 25949 .639.499 00
Jisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun

2 v L R e s S Rp -

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dar :

a. Pendapatan Asli Daerah .......ccococoviiiiiiinnnns Ep H5H. 728.304. 508,13
b Dt DeIHMBRREET ...ouseeisimisssaiiasisnviais Rp 811.938.611.059,90
¢. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ....... Rp 243.840.685.902,00

[2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Hasil Pajak daerah .......ooooviiviiiiicniiiiiininnnnn, Rp 11.555.032.178,00
b. Hasil Retribusi daerah  .....ccoceveenviirisiinniiens Rp 4,350.705.973,00
¢. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan «osumnaiiiiasais  RD 4.431.364.507,13
d. Lain-lain pendapatan asli daerah vang sah Rp 45.391.201.850,00
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak dan

Bagi Hasil Bukan Pajak ........................... Rp 19.683.334.000,00
b. Dana Alokasi Umurm .........ccoorveevivinrinnnnanss Rp 557.660.829.000,00
¢, Dana Alokasi Khusus ........ccococciiiiiviininnens Ep 234.594.448.059,90

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan;

A, HIBAN ceoviivieiissseeeieseiosscsessssessiasasenaraeenn. RP 40.502.044.900,00
B Dapa dBreral o mesanissm s s Rp -
¢. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi............ Rp 75.506.856.002,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus ... Rp 127.431.785.000.00
e. Bantuan keuangan dar provinsi atau

dari pemerintah daerah lainnyva ................. Rp =

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

8. Belanja Tidak Langsung .........cccccoveeierinnenns REp 603.957.494.408,68
b. Eelanja LARESUNE  Loanninkinuendianiaa Rp 543.499.746.560,35

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan

jenis belanja:
a. Belanja pegawai ................cocooooveireereennen Rp 389.784.516.085,00
b: Belamia: bumga o i iy Rp =
C-Belania subsidi ...vaiivniiiineedisveiin Ep -
B HElAA BIBRR. oo oncinmiimarmmssonsnsisvassiiimsieis Rp 17.035.908.400,00
e. Belanja bantuan so0sial .......ccocevviiiiiniiniiniens Rp 250.000.000,00
f. Belanja bagi hasil ... ... Ep 1.590.573.900,00
g. Belanja bantuan keuangan........................... Bp 192.928.581.683,00
h. Belanja tidak terduga ...........cccooiiiniinninnnn. Rp 2.367.914.340,68

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:
a. Belanja pegawai ..........coccoieeiieniiiiiniiiinaenans Rp 63.024.388.154,00
b. Belanja barang dan jasa .....c..ccccovnienniins Rp 268.954.472.332,20
c. Belanja Modal .......ooveeiiiiriiiimiiriiiniinnieniinns Rp 211.520.886.074,15

Pasal 4

1] Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah. ...l Ep 26.949 639.499,00
b. Pengeluaran sejumlah .........ccocvvmieiiiiniinnns Rp 1.000.000.000,00
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2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayvaan :

a. Belanja Pegawai dar Belanja Tidak Langsun Rp 7.000.000.000,00
b. Belanja Pegawai dar Belanja Langsung Rp 17.945.612.268,00
¢. Belanja Barang dan Jasa ...........ccoccievieiinan Rp 1.004.027.231,00
d. Belanja Modal ... .. Ep 1.000.000.000,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan .................... Rp -
b. Penyertaan modal (investasi)
pemerintah daerah .....ooovoiiiiiiiiicriee s Rp 1.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang ..........co.eviiivvveees. Rp -
d. Pemberian pinjaman daetah ................cou.... Rp -

Pazal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dan;

Lampiran I Ringkasan APBD;
Lampiran II  Kmgkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi OPD:

Lampiran lll  Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran IV  Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, dan kegiatan;

Lampiran V  Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Lampiran V1  Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;

Lampiran VII Daftar piutang daerah;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran X = Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

Lampiran X1 Daftar kegiatan - kegiatan tahun anggaran sebelumnya vang helum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Lampiran Xll Daftar dana cadangan daerah ; dan
Lampiran XIIT Daftar pinjaman daerah




Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung

Barat. 1
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NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 05/472/ L%/ s01q



LAMPIRAN 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
MOMOR & TAHUM 2019

TENTANG

ANGGARAM PENDAPATAN DN BELANIA DAERAH
TAHUN ANGEARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

RINGKASAN APBD
TAHUMN ANGGARANM 202D
URATAN JUMLAH
1 1 3
1 PFENDAFATAN DAERAH 1.131 507 601 470,03
1.1 PENDAFATAM ASLI DAERAH 65.728.304.508,13
L T L | Hasl Fajzk Dagrah 11.555:033.178,00
Tad Hall Retribusi Dasrnh 4.350.705 573,00
I I Hamil Pangeloizan Kekayaen Dasah Yang Dipsahken 4431 364.507,13
L.1.4 Laln-in Pendepstan Asli Dasrah Tang Sah 45.3%1.201.550,00
1.1 DARA PERUMBANGAN B11 938.511.055 60
1:2.1 Bigi Hasl Pagak/Bagl Mesll Bukar Pajak 15.583.334.000,00
1.2.2 Dana Alokas] Umum 357 660, B35 00, b
1.4.3 Dara Alokmal Whiivis m:a.ﬂa.usa.a-u
1.3 LAIN-LATIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH ] 2443 540 A5 002,00
1.3,1 Pendapatzn Hibah 40907, 044, 500,00
1.3.3 Dana Bagl Wash Fajak dori Provinsl dan Perrerintah Dasrah Laimmye 75508, 858,000,50
1.3.4 Dana Fenyesiaian dan Otonond Khss 127 431 785 000,00
F BELAMIA DrAERAH 1.147 457 240 968,03
b | BELANIA TIDAK LANGSUNG 603,957 454 408,58
2.1.1 BELAMIA PEGAWAL 380.784.516.085.00
2.1.4 BELAMIA HIBAH 17.035.900.400,00
2. 1.8 BELANIA RANTUAN SOSIAL 230 DO GO0, 0
21,8 BELANIA BAGT HASIL KEPADA PROVINSIACAEIIPATENRITA TAM PEMORINTAHAN 1.590.573.500,00
DESA
L.1,7 BELANIA BANTUAN KELIANGAN KEFRDA PROVENS/KABUPATEN KOTA, 192 928581 683,00
PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAL POLITIE
2.1.8 B ANTA TIDAK TERDIMGA 1.367.514.340,68
T.3 BELAMIA LANGSUNG 541454, 146 560 35
A 15 BELANIA, PEGAWAL £3,024 388,154 00
1.2.2 BELANIA, BARANG DN J0SA 268,954 472.332,20
rida BELANIA MOICAL 211 530886 074,15
SURPLUS j (DEFISIT) (25,940 630,499 00)
3 FEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Pergrinraan Pembizyzan Deearsh 286 040,635,499, 00
3.1.1 55 Lebih Porhitungan Anggaren Tafun Anvggaran Schalummz B B E.H&.E‘JH‘B‘F,[_H!
3.2 Pengeiumran Fambinyean Deerah 1.008.000. 500, 00
3.2.2 Panyartnay Modal /lrvastas! Parmarintah Daerah LD0.000.008,00
PEMBIAYAAN NETTO 25.549,£30.432,00
STEA LEBEH PEMBIAYAAN ANGEARAN TAHUN BERKENAAN o,00
BLIFATI LAMPUNG
MOl JABATAN PA
|| SETRAKAB pomASIL MABSUS
2 | ASSISTEN [
3 [ assisTEN U i
4 |RPRD
5
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